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BAB 4  

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kerangka hukum terkait seleksi calon Hakim Agung di Indonesia 

memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Dimulai dari Undang -

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA yang diamendemen 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA, yang 

kemudian diamendemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang MA. Ketiga aturan di atas, memiliki sistem dan 

mekanisme seleksi Hakim Agung yang berbeda-beda. Seleksi 

Hakim Agung Undang-undang MA Nomor 14 Tahun 1985 

memperlihatkan campur tangan presiden yang cukup besar/lebih 

dominan dari lembaga lainnya. Namun, keterlibatan presiden yang 

dominan tersebut hilang karena lahirnya lembaga baru (KY) yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA dan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang MA. 

2.  Keberlakuan Putusan MK dalam Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 

menjadikan peran DPR dalam seleksi Hakim Agung berkurang. 

Semula, DPR memiliki kewenangan dalam memilih dan menyetujui 

calon Hakim Agung. Akan tetapi, lahirnya Putusan MK tersebut 

menjadikan DPR tidak lagi melakukan fit and proper test atau proses 

seleksi. Tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak 
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sejumlah calon Hakim Agung yang diusulkan KY. Kondisi tersebut 

mengakibatkan lembaga DPR dirugikan. Sebab DPR kehilangan 

sebagian kewenangan dalam seleksi Hakim Agung.  

3. Dalam perkembangannya, pasca putusan MK yang menyebutkan 

bahwa DPR hanya dapat menerima atau menolak calon (tidak lagi 

memilih dari kandidat 3:1) melahirkan dampak yang tidak terpikirkan 

dalam proses pengujian UU MA. Sebab, dengan memilih kandidat 

berdasarkan 1:1 akan memungkinkan dapat menolak keseluruhan 

calon Hakim Agung. Hal ini berakibat pada pelaksanaan seleksi 

hakim agung dalam hal: (1) Lamanya proses pengisian hakim agung 

di MA; dan (2) Pemborosan waktu dan biaya pelaksanaan seleksi. 

4. Peran DPR dalam seleksi Hakim Agung menimbulkan problematik. 

Sebab, dalam menjalankan tugasnya, DPR acap kali menolak calon 

Hakim Agung yang diusulkan oleh KY. Penolakan calon Hakim 

Agung tersebut menurut DPR karena calon Hakim Agung tidak 

memenuhi kriteria DPR. Padahal, sebelum KY menyerahkan calon 

Hakim Agung kepada DPR, KY telah memastikan bahwa calon 

Hakim Agung tersebut layak dan memiliki integritas dan kepandaian. 

Kondisi tersebut mengakibatkan, menurunnya jumlah pendaftar 

Hakim Agung setiap tahun karena memiliki asumsi akan ditolak pada 

tahap DPR. 

5. Mekanisme 3 banding 1 dan 1 banding 1 dalam seleksi Hakim 

Agung sama-sama memiliki kekurangan. Namun, diantara kedua 

mekanisme tersebut, penerapan 1 banding 1 lebih tepat, mengingat 
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bahwa DPR hanya memiliki kewenangan dalam menyetujui Hakim 

Agung saja.  

4.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini 

adalah: 

Kepada lembaga DPR dan KY yang melakukan proses seleksi calon 

Hakim Agung, jika ingin melakukan seleksi calon Hakim Agung, perlu 

membangun sinergi responsibility169 dalam mencari Hakim Agung 

yang ideal (memiliki integritas dan keahlian yang baik dalam bidang 

hukum). Namun, untuk mencapai hal tersebut, Hakim Agung dan DPR 

harus memiliki integritas tidak berperilaku tercela, adil, profesional, dan 

berpengalaman dibidang hukum. Untuk mencapai hal tersebut, ketiga 

lembaga: KY, DPR, dan MA harus duduk bersama dalam 

mendiskusikan dan menetapkan hal-hal apa saja yang menjadi kriteria 

calon Hakim Agung. Melalui pertemuan tersebut, ketiga lembaga dapat 

mendiskusikan kriteria calon yang dibutuhkan dan bagaimana 

mekanisme yang baik dalam mendapatkan calon Hakim Agung yang 

berkualitas, sehingga akan menciptakan sinergitas dan kolaborasi 

yang lebih baik.  

                                                                 
169 Sinergi responsibility merupakan kalimat yang digunakan  KY kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Komisi Yudisial agar dapat mempunyai kriteria calon Hakim Agung yang sama.  
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